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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 2 TAHUN 2008

TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

a bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendepatan Asli Daerah
khususnya . retribusi parkir di tepi jalan umum telah ditelapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2000
tentann Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum |

b. babwa sejalan dengan perkembangan keadaan Feraturan Daerah
tersebut huruf & sudah tlidak sesuai lagl khususnya yang
menyangkut struktur dan besarnya tanf retribusi, sehingga periu
ditinjau kembali;

¢. bahwa berdasarkan nerfimbangan sebagaimana tersebut dalam
huruf a. dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Parkir di Tepi Jatan Umum

1. Undang-Undang Momor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-dasrah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsl Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Momor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahunm 1881
Momor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 3208),

3. Undang-Undang Momaor 14 Tahun 1882 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalarn (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1992 Momer 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MWomor 3486),

4, Undang-Undang MNomor 18 Tahun 1997 tentann Pajak dan

Retribus| Daerah (Lembaran Negara Republik |ndonesia Tahun
1897 MNomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia



Megara Nomar 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nemor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Momeor 18 Tahun 1937 tentang Falak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 248, Tambshan Lambaran Negara Republik
Indonasia Nomaor 404E);

5. Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Inddnesia Tahun 2003
Momor 28, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomaor 4288),

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor & Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
MNamer 4355);

7. Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Parundang-Undangan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Rerublik Indonesia Nomor 4389),

B. Undang-Undang  MNomor 32  Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemparan Negara Republik
Indonesta  Nomor 4437}  sebagaimana  telah  diubah
dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2005 tentang Penstapan
Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2005 lentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 108,
Tambahan LembaraniNegara Republik Indenesia Nomor 4548);

S Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerksaan
Pengelolaan dan Tanpgungjawab Keuangan Megara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indoneska Nomar 4400},

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1883 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1993 Nomor
§8, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor

3527,




11, Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerntehan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Megara Nomaor 472T),

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45T8);

13. Peraturan Presiden MNomor 1 Tahun 2007 lentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

14_Peraluran Pemerintah Nomor 88 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2001
Momor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4139);

15, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l Banyumas
Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan,
Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Meger Sipil
Sebagal Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat |l  Banyumas (Lembaran Daerah  Kabupaten
Daerah Tingkat || Banyumas Tahun 1885 Nomor § Seri 0);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumnas Tahun 2005 Nemor
& Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Menetapkan

dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturar, Dagrah inf yang dimaksud dengan :

1, Dasrah adalah Kabupaten Banyumas.

2 Pemerintah Dae:ah adalah Bupali dan Perangkat Dasrah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adatah Bupatl Banyumas.

4. Pelabat adalah Pegawal yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daarah sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beartaku,

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

6. Tampat Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian
kerdaraan yang bersifat tidak sementara pada suatu kurun wakiu yang tertentu.

7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
gementara.

8 Retribusi Parkir di Tepl Jalan Umum yang selanjuinya disebut Retribusi adalah
pembayaran atas pelayanan parkir di tepl jalan umum yang diselenggarakan oleh
Pemeriatah Daerah

9, Wajib Retribusi adalah orang pribadi alau badan yang menurut peraturan perundang-
iindangan di bidang retribusi diwalibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
termasuk pemungutan dan pematongan retrib usi tertentu.

10 Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi  Persercan
Terhatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan hantuk apapun, Persshutuan,
Perkumpulan, Firma, Kongsl, Koperasi, Yayasan atau proanisasi yang sejens,
Lembaga, Dana Pensiun, bentuk badan usaha tetap serta bentuk bhadan usaha
lainnya.

11 Sura! Ketetapan Retribusi  Daerah  yang selanjutnya  disingkat  SKRD
adalsh surat keputusan yang menentukan besamya |umlah  retribusi
yang terutang.

12 Sural Setoran Retribusi Dasrah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat tanda
bukti pembayaran retribusi



13.8urat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya digingkat STRD adalah surat
untuie malakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi barupa bunga dan atau

denda
14, Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk mempsaroleh sesuatu atau dibebaskan dari

suaw perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu.

15 Penyidikan adalah serangkalan tindakan yang dilakukan cleh penyidik untuk mencar
sarta mangumpulkan bukti yang dengan bukti yang dengan buktl itu membuat terang
tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

18, Panyidik adalah Pejabat Paliizi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawal
Nagen Sipil tartentu vang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyldikan,

17. Penyidix Pegawai Negerl Sipil adalah Pejabat Pegawai MNegeri Sipil terentu di
Lingkungan Pamerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribus| atas  pelayanan
parkir di tapi jalan umurn yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daearah,

Pasal 3

(1) Cbrak Retribusi adalah jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

{2) Jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputl ;
8. penyediaan tempat untuk parkir;
b pangalum'n parkir kendaraan

Pasal 4

Subyek Ratfribusi adalah crang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan

parkir di fepi jalan umum,

o S



BAE Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolengkan sebagal Retriousi Jasa Umum

BAE IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis kendaraan dan jangka wakiu

menggunakan tempat parkir.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran  peneftapan  struktur dan besarnya tanf  retribus|
didasarkan atas kehijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan
penyediaan jasa parkir, kemampuan masyarakat dan aspak keaditan

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal &

(1) Besainya tarif ret-ibusi parkir adalah sebagai berikut -

a Sepeda Motor Rp. 500,00
b. Mobil Penumpang / Sedan / Taxi / Pick Up Rp. 1.000,00
. Bus Sedang (tempat duduk 16 — 28 orang) / Truck Rp. 1.500,00

Sedang (JBB s.d. BOOOKg)

d Bus Besar (lempat duduk diatas 28 prang) / Truck Rp. 2.000.00

Besar (JBB diatas BOOD kg) ! Kereta Gandengan f
Kereta Tempealan
(2) Ketentuan besarnya tarif retribusi parkir adalah untuk 1 (satu) kali parkir dan berlaku

univk paling lama 4 {empat) jam.
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BAB VIl
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah di [Daerah,

BAB VIIl
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1) Pamungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
{2) Reiribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipursamakan,

BABIX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang terjadl pada saal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
diparsamakan,

BAB X
SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tdak membayar tepat pada wakiunya atau
kurang inembayar, dikenakan sanks/ administrasi berupa bunga sebesar 2 %
{dua parseratus) seliap bulan dan retfibus|  yang lerutang  yand tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunankan STRD.

BAB Xl
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi yang terutang lvarus dibayar sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 30 (figa puluh) hari sejak diterbitkannya

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,



BAB XNl
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

{1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan refribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat

jatuh temnpo pembayaran.

(2) Dulam jangka wakiu 7 {tujuh) hari setelah tanggal teguran atau surat peringatan atau
surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusl harus melunasi retribusi

teritang.
(3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dikeluarkan aleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB Xl
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMEEBASAN

Pasal 15

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, kernganan atau pembebasan

retribusi

(2} Pamberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi

{3) Pembebasan  retribusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
mempertimbangkan fungsi dari obyek retribusi.

{4} Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur

dangan Peraturan Bupati,

BAB XIV
KEDALUWARSA

Pasal 16

{1) Penagihan retribusi, kedaluwarsa selelah melampaui jangka wakiu 3 (tiga)
tahur;, terhitung sejak saat terhutangnya refribusi, kecuali apabila
Waiib Retribus melakukan tindak piclana dibidang retribust



{2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh

aranila .
a. ditarbitkan suraf teguran,
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajlb Retribusi, baik langsung maupun tidak

fangsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Walib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangun daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda

paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
FENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Peiabat Pegawai Neger Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Claerah diberi
wewsnang khusus sebagal Penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan tindak

pidana di bidang retribusi Dasrah

{2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Menerima, mencarl, mengumpulkan dan menelitt keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah agar keterangan atau laporan

tersebut meniadi lengkap dan jatas,

b. Meneliti, inercari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi alau
hadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana refribus| Daerah lersebul,

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidane dibidang retribusi Dasrah;

d. Memenksa buku buku. catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah,

& Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan  bukti  pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersabut,




0

¢ Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi Daerah;

g Menyuruh berhenti, melarang sesearang meninggalkan ruangan atau tempal
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan
atau dokumen yang dibawa sebagaiman dimaksud pada huruf e;

h, Memotret sesecrang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagal tersangka
atau gaksi;

|- Menghentikan penyidikan,

k. Melakukan tindakan lain yang peru untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dividang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Panyidik sebagaimara dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya
prnyidikan dan menyampalkan hasil panyidikannya kepada Fenuntut Umum, sesuaj
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor & Tahun 1881 tentang

Hubkurm Asara Pidana,

BAB XVl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Dinas bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

(2] Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi

yang membidangi pengawasan

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal feknis

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,




Pasal 21

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Ncmor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
{Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 2 Serl B) dicabut dan

dinyatakan tidak beriaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pe ngundangan Peraturan
Daarah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwekerto
pada tanggal 19 Januari 2008

BUPATI BANYUMAS

L
- —

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
padu tanggal 19 Janusrli 2008

01t SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYIMAS

M P
JSANTOSO ,SH.M, Houm 4"

Pemwina Utama Muda
NIP., 010 183 839

LEMEARAN DAERRH KABUPATEN RANYUMAS NOMOR 2 SERL C




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

PERJELASAN UMUM

Dengan berlakukannya Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerirtahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomar 8
Tahun 2005 tentang Penretapan Peraturan pemerintah Penggantl Undang-Undang
Momar 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 {entang ~emerintahan Daerah menjad Undang-Undang, serta dalam rangka
mengoptimalkan Pendapatan Asll Daerah khususnya Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun
2000 tentang Retribusi Parkir di Tepl Jalan Umum, dipandang perlu disesuaikan baik
menyangkut materi yang diatur maupun Namenkiaturnya.

Sesurl dengan Peraturan Pemerintah Nemor 68 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk dalam
Retribusi Jasa Umum, yaltu Retribusi atas jasa yang disediakan atau diperikan cleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum sera

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Peraturan Daerah inl dimaksudkan sebagal landasan hukum bagi
pengaturan, pembinaan, pengandaiian. dan pengawasan {erhadap kegiatan
pelayanan parkir di tepl jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerntah Daerah
datam rangka terciptanya ferlib iaiu lintas. Disamping itu Peraturan Dasrah Ini

dimiaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemungutan retribusl parkir,

Il. FENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Fasal 1 Pasal ini memuat pengertian istilah yang
dipergunakan dalam Peraturan Dasrah ini.
Dengan adanya pengertian tentang istilah
tersebut  dimeksudkan  untuk mencegah
timbulnya salah tafsir dan salah pengertian
datam memahami dan melaksanakan

Pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga




Pasai 2

Pasai 3 ayat (1)

Fasal 3 ayal (2)
Fazal4
Fasal &

Pasal B

Pasal T

Wajib Retribusi maupun aparatur dalam
melaksanakan hak dan kewajlbannya
dapat berjalan dengan lancar. Pengertian
ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut
mengandung pengertian yang baku dan
teknis dalam bidang Retribusi,

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan Parkir di Tepl Jalan
Umum adalah parkir di tepi jalan baik pada
badan jatan maupun di luar badan jalan
yang merupakan bagian dari jalan umum,
serta pada kawasan parkir yang dibangun
dan/atau dikelola cleh Pemerintah Daerah.

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan ditetapkan
berdasarkan

- “Jenis Kendaraan®, bahwa kendaraan
yang parkir pada dasamya hanya
memerlukan ukuran luas efektf untuk
memarkir kendaraan, lermasuk ruang
bebas dan l=bar bulia piniu, sedangkan
berat kendaraan tidak diutamakan
karena tidak mempengaruhbi ruang
parkir. Oleh karena itu penggolongan
tarif retribusi  parkir cukup  hanya
berdasarkan Satvan Ruang Parkir
(SRP) bagi tiap jenis kendaraan yaitu
besar, sadang, dan kecil,

- ‘"Jangka Waktu® bahwa dalam
penggunaan ruang parkir periu adanya
pembatasan waktu, untuk menghindari
penggunaan yang terus menerus oleh
kendaraan yang samaftetap.

Cukup Jelas



Pasalll
Pasal &
Pasal 10 avat (1)

Pasal 10 ayat (2)

Cukup jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan tidak dapat
diborongkan adalah bahwa seluruh proses
kegiatan pemurjutan retribusi tidak dapat
diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun
dalam pegertian ini ukan berarti bahwa
Pemerintah Dacrah tickak bolah
bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
Cengan sangat selektif dalam proses
pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah
dapat mengajak bekarjasama badan-badan
tertentu yang karena profesionalismenya
layak dipercaya untuk ikut melaksanakan
sebagian tugas pemunguian jenis retribus
yang fidak dapat dikerjasamakan dengan
Pihak Ketiga adalah keglatan penghitungan
besarnya retribusi terutang, pengawasan
penyetoran  retribusi  dan  penagihan
retribusi,

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang
dipersamakan adalaly yang biasa disebul
karcis dengan ketentuan sebagai berikut |

Panang | Lebar | Wama Tarf Peruntukan
150 em 50 ¢m Hijaw | Rp. 500,00 | Sepeda Motor
Merah | Rp. 1.000,00 | Mobil Penumpang/Sedan/TaxifFick Up.
Bim | Rp 150000 | Bus Sedeng (tempat duduk 16 — 28
prang)/Truck  Sedang (JBE sd.
8000kg).
Putih | Rp. 2.000,00 | Bus Besar (tempat duduk diatas 28

orang)/ Truck Besar (BB diatas 8000
kog)/Kereta Gandengan/ Karata

| Tempelan.
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Fasal 13 Cukup Jelas
Fasni 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas



Pasal 16
Pasal 17
Passl 18
Pasal 18
Pasal 20
Pasal 21
Pasa! 22

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jeias
Cukup Jelas



